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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2006

NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

bahwa untuk mewujudkan transparansi dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah khususnya pemberian
hak-hak keuangan dan administrasi
tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati,
membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4270) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

pelaksanaan
perlu

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun
2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati
dan Wakil Bupati (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atau
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 omor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MAMUJU UTARA

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung
pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

2. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Bupati dan
Wakil Bupati karena kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil
Bupati.

BAB I
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Pasal 2
Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara.
Pasal 3
(1) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati

dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri.



